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BAB IV 

PENUTUP 

 

1. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka penyusun 

menyimpulkan bahwa : 

a. Dalam menjalankan kegiatan produksi pelaku usaha wajib menjaga 

kualitas barang/jasa yang dijual kepada konsumen. Banyaknya permintaan 

terhadap barang/jasa merupakan salah satu faktor kecurangan yang sering 

dilakukan pelaku usaha baik produsen maupun distributor dengan cara 

memproduksi barang dengan kualitas yang kurang baik ( tiruan ). Untuk 

melindungi kepentingan konsumen, pemerintah dalam hal ini sebagai 

pengawas kegiatan perekonomian melalui badan khusus yang dibentuk 

membuat beberapa aturan untuk melindungi kepentingan konsumen. 

Peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat untuk melindungi 

kepentinga konsumen antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, dalam undang-undang tersebut sudah 

jelas diatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. 

b. Ketika pelaku usaha melakukan suatu kecurangan terhadap konsumen dan 

menimbulkan kerugian bagi konsumen maka pelaku usaha wajib 

bertanggung jawab. Adapun bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap 

konsumen yang dirugikan adalah : pemberian ganti rugi yang bisa berupa 

uang atau penggantian dengan barang yang baru. Apabila pelaku usaha 

tidak mau bertanggung jawab maka konsumen dapat menggugat ke 
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pengadilan dengan dasar perbuatan melawan hukum ( PMH ) karena 

perbuatan curang pelaku usaha telah menimbulkan kerugian bagi 

konsumen. 

2. SARAN 

Sebagai rekomendasi dalam ilmu pengetahuan khususnya mengenai Hukum 

Perlindungan Konsumen, maka saran yang disampaikan adalah : 

a. Hendaknya setiap pelaku usaha menjaga kualitas barang yang akan dijual 

kepada konsumen. Sedangkan konsumen hendaknya teliti dan lebih 

berhati-hati dalam membeli suatu barang agar tidak menyesal di kemudian 

hari. Sedangkan saran bagi pemerintah selain menciptakan aturan yang 

tegas terhadap kecurangan pelaku usaha juga wajib mengawasi 

pelaksanaan aturan tersebut agar tidak memihak salah satu pihak. 

b. Hendaknya pelaku usaha bertanggung jawab ketika barang yang dijual 

tidak sesuai kesepakatan dan menimbulkan kerugian bagi konsumen dan 

konsumen juga lebih berani menuntut tanggung jawab pelaku usaha 

apabila sudah dirugikan oleh pelaku usaha. 
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